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PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF
DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA
OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 ;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No.13 Tahun
1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32
Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP
No. 12 Tahun 2019;; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda No.
13 Tahun 2007; Perda No. 14 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten Pemalang dengan sistematika
sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, 3. Kemampuan Keuangan
Daerah, 4. Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, 5. Dana
Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang, 6. Ketentuan
Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2
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